BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 dan
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor
25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Malang
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;




Mengingat

o 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);




6.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);




Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor
1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut
Pemerintah = Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.




3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang.

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD adalah
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang.

10. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang
selanjutnya disingkat Sekretaris BPBD adalah Sekretaris
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang bencana.

(2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.




(2)

(3)

(4)

(9)

Susunan organisasi Unsur Pengarah BPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pejabat Pemerintah Daerah; dan

b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Kepala Pelaksana BPBD;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dipimpin oleh Sekretaris BPBD dan Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
BPBD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana BPBD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang

bencana.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat, efektif dan efisien;

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang

bencana yang berkaitan dengan tugasnya.




Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a, mempunyai tugas:

a. memimpin BPBD dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan
tugas dukungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan
pembinaan teknis di bidang penaggulangan bencana; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang
dilakukan oleh DPRD.

Pasal 8

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

mempunyai tugas:

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan
bencana daerah; dan

b. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana daerah.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 9

(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana BPBD yang
membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi unsur pelaksana sehari-hari.




Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah;

b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah; dan

c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana

daerah.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 11

Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

a. memimpin BPBD dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan
tugas dukungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan
pembinaan teknis di bidang perencanaan;

b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap wusaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan,;

d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;

e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan
setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.




Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b,

mempunyai tugas:

a.

melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan dan aset, serta koordinasi perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
BPBD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

perencanaan kegiatan kesekretariatan;

pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan
dan pendidikan pelatihan pegawai;

pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

penyelenggaraan kegiatan tata wusaha persuratan dan,
penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;

penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset
daerah;

pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan,
kebersihan dan keamanan kantor;

pengoordinasian perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan program BPBD; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 14

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD.
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Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi
kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta
pelatihan pegawai;

c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan
keprotokolan;

d. menyelenggarakan administrasi perkantoran,;

e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD

sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja
Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset
yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban
dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran BPBD;

d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan
program dan rencana strategis BPBD;

e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan
penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris
kantor;

f. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan
mendistribusikan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di
bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta
pemberdayaan masyarakat; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana @ serta
pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi,
logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana,;

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan
penanganan pengungsi;

d. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat;

e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan
pengungsi;

f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi,
logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 22
Susunan  organisasi Bidang Kedaruratan dan = Logistik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di
bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta
pemberdayaan masyarakat; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana;

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 25

Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Di lingkungan BPBD dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan

Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25,
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi
pratama.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan
Kepala Pelaksana BPBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
secara vertikal maupun horizontal sesuai asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Setiap pimpinan di lingkungan BPBD wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan di lingkungan BPBD bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan dan bawahan di lingkungan BPBD wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan
pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan,
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan
laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan
BPBD dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di
bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada
bawahan  masing-masing yang dilaksanakan dengan

mengadakan rapat secara berkala.
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BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 32

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
BPBD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Bagan susunan organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan
BPBD, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang
Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 7/D), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI MALANG,
ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal

16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 30 Seri C
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